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PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 17 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI RASTRA

!

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

bahwa Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial telah
menetapkan Program Subsidi  Rastra bagi masyarakat
berpendapatan rendah untuk mengurangi beban pengeluaran
keluarga penerima manfaat melalui pemenuhan sebagian
kebutuhan pangan beras;

bahwa berdasarkan Pedoman Umum Subsidi Rastra Tahun
2017, untuk pelaksanaan Program Subsidi Rastra di Daerah
Provinsi, diperlukan petunjuk pelaksanaan yang sesuai
dengan situasi dan kondisi setempat serta mengakomodasi
kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, serta untuk kelancaran, efektivitas, dan
efisiensi pelaksanaan Program Subsidi Rastra di Daerah
Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur
Jawa Bara‘t tenifang Petu njuk Pelaksanaan Program Subsici
Rastra

. Undang~Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembertuikan

Provinsi Jawa Barat {Berita Negara Republik Indonesia tanggal
4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 15,) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4744} dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000
tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonssia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 fentang Pangan
{Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomo” 227,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360j;
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teniang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembarar Negara
Republik Indonesia Nomor 5680);

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggutangan = Kemiskinan, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

Peratu ran Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang. Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan
kepada Perusphaan {imum Bulog dalam rangka Ketananan
Pangan Nasional {(Lembaran Negara Republik Indonesia Takun
2016 Nomor 103); -

Peraturan Menteri Dals m Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menter!
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang
Tim Koordinasi Penang.culangan Kemiskinan Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berifa Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 337); .

Peraturan Menteri Sosia! Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);

. Peratuiran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerabh. (Lerabaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seii E,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 43);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012
tentang Kemandirian ~ Pangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinst Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambaban
Lembaran Dacsrah Provinsi Jawa Barat Nomor 118);
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Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan
Daerah  (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013

Nomor 67 Seri E};

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan
Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh

Pemerintah;
Pedoman Umum Subsidi Rastra 2017;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PROGRAM SUBSIDI RASTRA,

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

.03

10.

Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin
pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di
Daerah Provinsi Jawa Barat.

Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi
Jawa Barat.

Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Daerah Provinsi
Jawa Barat.

Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Daerah
Provinsi Jawa Barat.

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya
disebut Perumm BULOG adalah lembaga pangan yang
mengurusi tata niaga beras.

Berita Acara Serah Terima Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Berpendapatan Rendah yang selanjutnya disingkat BAST
adalah Berita Acara Serah Terima Rastra Surat Pengajuan
Alokasi (SPA) dari Bupati/Wali Kota atau Pejabat yang
ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana
Distribusi.

Daftar Penerima Manfaat 1 yang selanjutnya disingkat DPM-1
adalah  Model Daftar Penerima Manfaat Rastra i
Desa/Kelurahan yang menjadi dasar Penyaluran Rastra di
Desa/Kelurahan. DPM-1 telah mengakomodir hasil perubahan
KPM melalui mekanisme Musdes/Muskel, jika diperlukan
pemutakhiran.
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Daftar Penerima Manfaat 2 yang selanjutnya disingkat DPM-2
adalah Model Daftar Penjualan Rastra di Desa/Kelurahan.

Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program
Penanganan Fakir Miskin yang selanjutnya disingkat FPPDT-
PFM adalah Formulir Pencatatan Pendaftaran dan Perubahan
Rangking Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai Input
Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat
FRP adalah Formulir pencatatan KPM vyang diganti dan KPM
pengganti hasil perubahan data KPM Rastra melalui
musyawarah Desa/Kelurahan/pemerintahan setingkat.

Harga Tebus Rastra yang selanjutnya disingkat HTR adalah
harga tebus Rastra di titik distribusi (TD).

Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah
sekelompok  masyarakat yang  terdiri  atas  aparat
Desa/Kelurahan dan beberapa orang vyang ditunjuk dan
ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana
Distribusi Rastra.

Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas
adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di
Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah
sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.

Kemasan Rastra adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan
kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.

Kualitas Rastra adalah beras medium hasil pengadaan Perum
BULOG sesuai dengan Kebijakan Perberasan yang berlaku.

Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya
disebut Musdes/Muskel adalah forum pertemuan musyawarah
di Desa/Kelurahan yang melibatkan Aparat Desa/Kelurahan,
kelompok masyarakat Desa/ Kelurahan, TKSK dan perwakilan
Keluarga Penerima Manfaat atau KPM Rastra dari setiap
Satuan Lingkungan Setempat atau SLS setingkat Dusun/RW
untuk memutakhirkan daftar KPM.

Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disebut Muscam
adalah forum pertemuan musyawarah di Kecamatan yang
melibatkan Camat, Kepala Desa/Lurah dan Aparat terkait
lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu
dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.

Pagu Rastra adalah alokasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat
Rastra atau KPM atau jumlah beras yang dialokasikan bagi
KPM Rastra untuk tingkat Nasional, Daerah Provinsi, atau
Daerah Kabupaten/Kota pada tahun tertentu.

Pelaksana Distribusi Rastra adalah Kelompok Kerja di Titik
Distribusi atau Warung Desa atau Pokmas yang ditetapkan
oleh Kepala Desa/Lurah.

Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi
KPM oleh musyawarah Desa/Kelurahan setingkat untuk
menghasilkan KPM Rastra yang tepat dan dituangkan dalam
DPM-1.

Petunjuk Pelaksanaan yang selanjutnya disebut Juklak adalah
panduan pelaksanaan Rastra di Daerah Provinsi yang disusun
sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman
dari Pedoman Umum Rastra.
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Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut Juknis adalah
panduan pelaksanaan Rastra di Daerah Kabupaten/Kota yang
disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai
penajaman dari Pedum Rastra dan Juklak Rastra.

Program Rastra (Beras Sejahtera) adalah Program Subsidi
pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah

Keluarga Penerima Manfaat Program Rastra atau selanjutnya
disebut KPM Rastra adalah Keluarga yang berhak menerima
beras sebagai penerima manfaat Program Rastra yaitu
keluarga yang terdapat dalam DPM-] Rastra

Satker Subsidi Pangan (Rastra) adalah satuan kerja pelaksana
distribusi Subsidi Pangan (Rastra) yang dibentuk dan
ditetapkan oleh Perum Bulog.

Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA
adalah surat permintaan alokasi yang dibuat oleh Bupati/Wali
Kota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG
berdasarkan alokasi pagu Rastra.

Surat Perintah Penyerahan Barang yang selanjutnya disingkat
SPPB atau Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang
diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan
menyerahkan Rastra,

Titik Bagi yang selanjutnya disingkat TB adalah  lokasi
penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM
vang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM
setempat.

Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah fasilitas
publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Rastra dari
Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi  Rastra di
Kantor /Balai Desa/Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati
secara tertulis oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
dengan Perum BULOG.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya
disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi,
dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau Dinas/
instansi sosial Daerah Provinsi, Dinas/instansi sosial Daerah
Kabupaten/Kota selama jangka waktu tertentu untuk
melaksanakan dan/atau  membantu  penyelenggaraan
kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di
Kecamatan.

Tim Koordinasi Rastra yang selanjutnya disebut Tikor Rastra
adalah Tim yang dibentuk secara berjenjang di tingkat Pusat,
Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan
KEcamatan untuk menciptakan harmonisasi san sinergitas
dalam pelaksanaan program Rastra serta pertanggungjawaban
sehingga dapat dicapai hasil yang efektif

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya
disingkat TKPK adalah wadah lintas sektor dan lintas
pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan
mengendalikan program pehanggulangan kemiskinan di
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.




36. Warung Desa yang selanjutnya disebut Wardes adalah
lembaga ekonomi di Desa/Kelurahan, baik milik masyarakat,
koperasi dan Desa/Kelurahan vyang memiliki fasilitas
bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang
lainnya yang ditetapkan oleh Tim KXoordinasi di Daerah
Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan sebagai tempat
penyerahan Rastra dari Perum BULOG.

Bagian Kedua
Tujan
Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai
petunjuk pelaksanaan Program Subsidi Rastra di Daerah Provinsi,
yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah
]zjangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan
eras.

BAB II
SISTEMATIKA
Pasal 3

(1) Sistematika Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Rastra, terdiri atas:
a. BAB I PENDAHULUAN

b. BAB II TUJUAN, SASARAN, DAN MANFAAT

A. Tujuan;
B. Sasaran; dan
C. Manfaat.

c. BAB Il PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN
A. Tim Koordinasi Rastra Daerah Provinsi;
B. Tim Koordinasi Rastra Daerah Kabupaten/Kota;
C. Tim Koordinasi Rastra Kecamatan; dan

D. Pelaksana Distribusi Rastra di
Desa/Kelurahan/ pemerintah setingkat.

d. BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
A. Perencanan; dan
B. Kebijakan Penganggaran.
e. BAB V MEKANISME PELAKSANAAN
A. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi

Rastra;

B. Penetapan Pagu Rasira;

C. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM);

D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Rastra;

E. Pemantauan dan Evaluasi;

F. Pelaksanaan Penyaluran Rastra Sampai Titik Distribusi
(TD});

G. Pelaksanaan Penyaluran Rastra dari TD ke TB;

H. Penyaluran Rastra dari TB ke KPM; dan

I. Pembayaran Harga Tebus Rastra (HTR);, dan




(3)

J. Pembiayaan
f.  BAB VI PENGENDALIAN
A. Pengawasan; dan
B. Pelaporan.
g BAB VII PENGADUAN
h. BAB VIII LAIN-LAIN
i. BAB IX PENUTUP
Substansi Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Rastra

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran

I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Format Penyaluran Rastra tercantum pada Lampiran II sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB 11
TIM KOORDINASI RASTRA DAERAH PROVINSI
Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan Program Subsidi Rastra, dibentuk
Tikor Rastra Daerah Provinsi yang bertugas melakukan
koordinasj perencanaan, penganggaran, sosialisasi, pelaksanaan
distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima, dan menangant
pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada
Tim Koordinasi Rastra Pusat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Tokor Rastra Daerah Provinsi mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian perencanaan dan penyediaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat
untuk mendukung pelaksanaan Penyaluran Subsidi Pangan
(Rastra) di Daerah Provinsi;

b. penyampaian Pagu Penyaluran Rastra Daerah
Kabupaten/Kota;
¢. penyusunan petunjuk pelaksanaan {(Juklak) Rastra di

Daerah Provinsi;

d. fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi penyaluran Rastra di
Daerah Provinsi;

e. pelaksanaan monitoring dan  evaluasi  pelaksanaan
penyaliran Rastra di Daerah Kabupaten/Kota;

f. penanganan pengaduan penyaluran Rastra di Daerah
Provinsi;

g pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim
Koordinasi Penyaluran Rastra Daerah Kabupaten/Kota; dan

h. pelaporan pelaksanaan penyaluran Rastra kepada Tikor
Rastra Pusat.

Keanggotaan Tokor Rastra Daerah Provinsi, adalah sebagai
berikut:

a. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat;

c¢. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat;




d. Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

€. Badan Pusat Statistik Daerah Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Barat;

f. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat;

Divisi Regional Perum Bulog Jawa Barat; dan

Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi serta lembaga lain sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan.

o

(4) Tikor Rastra Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat {2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAR IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pagal 5

Pelaksanaan penyaluran Rastra  Tahun 2017 sebelum
diundangkannya Peraturan Gubernur ini, mengacu pada Pedoman
Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Beras Bersubsidi Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 serta Surat Menteri
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Xebudayaan,
Nomor B-12/Menko/PMK/1I/2017 tanggal 22 Pebruari 2017.

BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dltetapkan di Bandung
oSy p ada taqggal 167 Mol 20?"]‘

E;J"PNU? JAWA BARAT /

| HERYAWAN V

Diundangkan di Bandung
pada _tanggai 16 Mel 2077

' '%/A KARNIWA

BER] TA DAERAH PROVINSI JA'WA BARAT TAHUN 2017 NOMOR "1 K




LAMPIRAN T PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR .+ 17 mahun 2017
TANGGAL . 16 Mei 2017
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN

PROGRAM SUBSIDI RASTRA.

BAB I
PENDAHULUAN

Beras merupakan bahan pangan utama sebagian besar penduduk di
ndonesia termasuk di Daerah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, beras
menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan
nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik
sosial, politik maupun ekonomi.

Selain itu, beras juga merupakan kelompok komoditi pangan vang
berpengaruh paling besar terhadap nilai garis kemiskinan. Dengan demikian,

beras merupakan komoditas yang sangat penting khususnya bagi masyarakat
miskin.

Program Subsidi Rastra merupakan implementasi dari Instruksi Presiden
Republik Indonesia tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden
menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintdah non
Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia
untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan,
pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional Secara
khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan
menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah,
dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/ beras
dari petani dalam negeri.

Berbagal aspek strategis Program Subsidi Rastra, tahapan pelaksanaan
penyaluran Subsidi Rastra serta pihak yang bertanggung jawab di Daerah
Provinsi, diformulasikan dalam Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Rastra yang
merupakan penajaman dari Pedoman Umum Subsidi Rastra.




BAB Il
TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

A. Tujan

Tujuan Program Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran KPM
melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

B. Sasaran

Sasaran Program Rastra adalah berkurangnya beban pengeluaran KPM
dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi

dengan alokasi sebanyak 15 kg/KPM/bulan atau sesuai dengan kebijakan
Pemerintah Pusat.

C. Manflasat

Manfaat Program Rastra adalah sebagai berikut:

I. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat KPM, seckaligus mekanisme
perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD}, maupun
ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada KPM.

3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
4. Stabilisasi harga beras di pasaran.

5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah Pusat dengan menetapkan

harga beras bersubsidi sebesar Rpl.600,00/kg, dan menjaga stok pangan
Nasional. :

6. Membantu pertumbuhan ekonomi di Daerah.
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BAB III
PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka sinergitas dan harmonisasi antar Perangkat Daerah/Instansi
dalam pelaksanaan Program Subsidi Rastra maka dibentuk Tim Koordinasi di
Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Pelaksana Penyaluran di
Desa/ Kelurahan.

A. Tim Koordinasi Rastra Daerah Provinsi

Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Rastra dan
Program Bantuan Pangan Non Tunai di wilayahnya dan membentuk Tikor Rastra
Provinsi sebagai berikut :

1. Kedudukan
Tikor Rastra Provinsi adalah pelaksana Program Rastra di Provinsi, yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
2. Tugas
Tikor Rastra Provinsi mempunyai tugas melakukan koordinasi
perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, pemantauan dan

evaluasi, menerima dan menangani pengaduan dari masyarakat serta
melaporkan hasilnya kepada Tikor Rastra Pusat.

3. Fungst
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tikor Rastra Provinsi mempunyai
fungsi:

a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung
pelaksanaan Program Rastra di Provinsi.

=

Penyampaian Pagu Rastra Daerah Kabupaten/Kota.

o

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Rastra.

£

Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Rastra.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten/Kota.

Rty

Penanganan Pengaduan di Daerah Provinsi.

g Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tikor Rastra
Kabupaten/Kota.

h. Pelaporan pelaksanaan Rastra ditujukan kepada Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan Tikor
Rastra Pusat.

4. Struktur Tikor Rastra Provinsi

Tikor Rastra Provinsi terdiri atas Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris,
dan bidang-bidang antara lain perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan
penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.

5. Keanggotaan Tikor Rastra Provinsi

Tikor Rastra Provinsl beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah
Provinsi, yaitu Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Ketahanan
Pangan dan Peternakan, BPS, Divisl Regional Perum Bulog, serta lembaga lain
sesulai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
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B. Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota

Bupati/Wali Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Subsidi
Rastra di Daerah Kabupaten/Kota dan membentuk Tikor Rastra Daerah
Kabupaten/Kota sebagai berikut;

1. Kedudukan

Tikor Rastra Daerah Kabupaten/Kota adalah pelaksana Program Rastra

di Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati/Wali Kota.

2. Tugas

Tikor Rastra Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi
perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan
evaluasi, penanganan pengadlan, memilih dan menentukan alternatif pola
penyaluran Rastra (Penyaluran Rastra Reguler, Warung Desa, Kelompok
Masyarakat), serta melaporkan hasilnya kepada Tikor Rastra Daerah Provinsi.

3. Fungsi

Dalam  melaksanakan tugas tersebut, Tikor Rastra Daerah
Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung
pelaksanaan Program Rastra di Kabupaten/Kota.

b. Penetapan Pagu Rastra Kecamatan.

c. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar KPM.

d. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Rastra di
Kabupaten/Kota.

e. Sosialisasi Program Rastra di wilayah Kabupaten/Kota.

f. Perencanaan penyaluran Rastra.

g. Penyelesaian HTR dan administrasi.

h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Rastra di Kecamatan,

Desa/Kelurahan/pemerintah setingkat.
Penanganan pengaduan di Kabupaten/Kota.

Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tikor Rastra Kecamatan
dan Pelaksana Distribusi Rastra di Desa/Kelurahan/pemerintah setingkat.

k. Pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tikor Rastra Daerah Provinsi.

i e
v h

4. Struktur Tikor Rastra Daerah Kabupaten/Kota

Tikor Rastra Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Penangsung jawab,
Ketua, Sekretaris, dan bidang-bidang antara lain perencanaan, sosialisasi,
pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, vang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.

5. Keanggotaan Tikor Rastra Kabupaten/Kota

Tikor Rastra KabuUpaten/Kota beranggotakan unsur-unsur Perangkat
Daerah di Kabupaten/Kota antara lain: Sekretariat Daerah, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang
dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas/Instansi Sosial, serta beberapa
instansi vertikal, seperti BPS Kabupaten/Kota, Badan/Dinas/Kantor/Unit
Kerja yang menangani ketahanan pangan, Perum BULOG, dan lembaga lain
sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.




C. Tim Koordinasi Rastra Kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Rastra dan Program
Bantuan Pangan Non Tunai di wilayahnya dan membentuk Tikor Rastra
Kecamatan, sebagai berikut:

1. Kedudukan

Tikor Rastra Kecamatan adalah pelaksana Program Rastra di
Kecamalan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Camat.

2. Tugas

Tikor Rastra  Kecamatan mempunyai fugas merencanakan,
meljaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Program
Rastra di Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tikor Rastra Daerah
Kabupaten/Kota.

Tikor Rastra Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan

pelaksanaan program Rastra di Kecamatan dan Desa/Kelurahan/pemerintah
setingkat.

3. Fungsi

Dajam melaksanakan tugas tersebut, Tikor Rastra Kecamatan
mempunyai fungsi:

a. Perencanaan penyaluran Rastra di Kecamatan.
b. Sosialisasi Rastra di wilayah Kecamatan.

¢. Pendistribusian Rastra.

d. Penyelesaian HTR dan administrasi.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rastra di
Desa/Kelurahan/pemeritah setingkat.

f. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Rastra di
Desa/Kelurahan/pemeritah setingkat.

g Pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tikor Rastra Kabupaten/Kota,
termasuk  pelaporan  hasil  pemutakhiran data dari  tingkat
Desa/Kelurahan/pemerintah setingkat dan pelaporan realisasi penyaluran
Rastra dari Pelaksana Distribusi Rastra kepada KPM.

4. Struktur dan Keanggotaan Tikor Rastra Kecamatan

Tikor Rastra Kecamatan terdirit atas Penanggungjawab, Ketua,
Sekretaris, dan bidang-bidang antara lain perencanaan, sosialisasi,
pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, yang
ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Keanggotaan Tikor Rastra Kecamatan terdiri atas unsur-unsur instansi
terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi
Kesejahteraan Sosial, dan Kepala Sesi PMD atau Kepala Seksi terkait, serta
Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

D. Pelaksana Distribusi Rastra di desa/kelurahan/pemerintah setingkat.

Kepala Desa/Lurah/kepala pemerintah setingkat bertanggung jawab atas
pelaksanaan Program Rastra dan Program Bantuan Pangan Non Tunai di
wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Rastra, sebagai berikut:




1. Kedudukan

w

Pelaksana Distribusi Rastra berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Desa/Lurah/kepala pemerintah setingkat.

2. Tugas

Pelaksana Distribusi Rastra mempunyai tugas memeriksa, menerima dan

menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan
administrasi

Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:

a.

Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Rastra dari Perum BULOG di TD.
Untuk Desa/Kelurahan/pemerintah setingkat yang TD-nya tidak berada di
Desa/Keluyrahan/pemerintah setingkat, maka petugas yang memeriksa dan
menerima/menolak Rastra diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis};
Pendistribusian dan penyerahan Rastra kepada KPM yang terdapat dalam
DPM-1 di Titik Bagi (TB)

Penerimaan HTR Rastra dari KPM secara tunai untuk disetorkan ke
rekening bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia
fasilitas perbankan, maka harus segera disetor langsung secara tunai
kepada Perum BULOG;

+
b

Penyelesaian administrasi penyaluran Rastra yaitu penandatanganan BAST
beras di TD; dan

Membuyat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan

melaporkan kepada Tikor Rastra Daerah Kabupaten/Kota melalui Tikor
Rastra Kecamatan,
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BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Rastra mengacu pada Undang-

undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun berjalan.

A. Perencanaan

Kegiatan Perencanaan yang diatur di dalam Petunjuk Pelaksanaan ini

meliputi Penetapan KPM, TD, dan TB.

1.

Kebijakan Penetapan KPM

a. KPM yang berhak mendapatkan Rastra adalah Keluarga Sasaran yang
terdapat dalam DPM-1 Rastra;

b. Pagu Rastra telah mencakup Keluarga miskin dan keluarga rentan miskin;
dan

c. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM
setelah penetapan Pagu Rastra oleh Menteri Sosial, Gubernur, dan
Bupati/Walikota, maka dimungkinkan untuk diakukan validasi dan
pemutakhiran daftar KPM melalui Mudes/Muskel dan atau Muscam.

Penetapan Titik Distribusi (TD)

TD ditetapkan di Kantor/Balai Desa/Kelurahan atau di lokasi lain atas
kesepakatan tertulis antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan
Perum BULOG setempat.

Penetapan Titik Bagi (TB)

TB adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh
KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.

B. Kebijakan Penganggaran

1. Program Rastra merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial, yang

berasal dari Anggaran Subsidi pangan yang disediakan dalam APBN Tahun
ber jalan;

Sesuai dengan Undang-Undang Nomeor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pasal
18 dan 58), dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Implementasi
Program Rastra di Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) untuk penyaluran Rastra dari TD sampai dengan KPM.
Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk biaya operasional
Rastra, biaya angkut Rastra dari TD ke TB hingga ke KPM, subsidi dan/atau
pembebasan Harga Tebus Rastra, dana talangan Rastra, tambahan alokasi
Rastra kepada KPM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi
Rastra untuk KPM di dalam Pagu yang ditetapkan; dan

Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakal dapat berpartisipasi
secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Subsidi Beras Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB (KPM) yang diatur di dalam
Juknis di masing-masing daerah.
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BABV
MEKANISME PELAKSANAAN

A. Pembuatan Panduan Pelaksanaan Program Rastra

1. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan Program Rastra

a,

b.

C.

Untuk pelaksanaan Program Rasira di tingkat provinsi dibuat Petun juk
Pelaksanaan sebagai penajaman dari Pedoman Umum, yvang disebut
Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Pangan (Rastra);
Juklak Rastra dibuat oleh Tikor Rastra Provinsi dan dapat ditinjau ulang
untulk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang; dan

Juklak Rastra disampaikan kepada Tikor Rastra Pusat.

2. Pembuatan Petunjuk Teknis Program Rastra

a.

d.

Untuk pelaksanaan Program Rastra di tingkat kabupaten/kota diperiukan
panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat
sebagal penajaman dari Pedum Rastra dan Juklak Rastra yang disebut
Petunjuk Teknis Subsidi Pangan (RAstra),
Juknis Rastra bersifat spesifik untuk setiap Daerah kabupaten/kota di
dalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, dukungan faktor sosial buday setempat, kearifan lokal
yang ada di masing-masing Daerah Kabupaten/Kota, upaya = untuk
mengatasi  berbagai masalah dan  hambatan  spesifik  Daerah
Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program Rastra seperti kurangnya
saranad dan prasarana angkutan, faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-
lain;

Juknis Rastra dibuat oleh Tikor Rastra Kabupaten/Kota dan dapat ditinjau
ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang;
dan

Juknis Rastra disampaikan dan dilaporkan kepada Tikor Rastra Provinsi
dan Tim Koordinasi Rastra Pusat.

B. Penetapan Pagu Rastra

1. Penetapan Pagu Rastra Daerah Provinsi

a. Pagu Rastra Daerah Provinsi merupakan besaran jumlah KPM vyang

menerima Rastra atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra
di setiap provinsi, yang diterapkan oleh Menteri Sosial,

Pemerintah Daerah Provinsi dapat membuat kebijakan untuk menambah
pagu Rastra bagi Rumah Tangga yang dianggap miskin dan tidak
termasuk dalam data KPM untuk Program Rastra. Kebijakan ini didanai
oleh APBD sesuai dengan kemampuan. '

2. Penetapan Pagu Rastra Kabupaten/Kota

a.

b.

Pagu Rastra Kabupaten/Kota merupakan besaran jumlah KPM yang
menerima  Rastra di setiap kabupaten/kota atau jumlah beras yang
dialokasikan untuk KPM Rastra di setiap kabupaten/kota;

Pagu Rastra uniuk setiap kabupaten/kota disampaikan oleh oleh Guernur
dengan mengacu pada pagu Rastra Daerah Kabupaten/Kota yang
disampaikan oleh Menteri Sosial.
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c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat membuat kebijakan wuntuk

menambah pagu Rastra bagi Keluarga yang dianggap miskin dan tidak
termasuk dalam data KPM untuk Program Rastra. Kebijakan ini didanai
oleh APBD sesuai dengan kemampuan; dan

3. Penetapan Pagu Rastra Kecamatan dan Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat

a. Pagu Rastra Kecamatan dan Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat

merypakan besaran jumlah KPM vyang menerima Rastra di setiap
Kecamatan dan Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat atau jumlah
beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra di setiap Kecamatan dan
Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat;

. Pagu Rastra untuk setlap Kecamatan dan Desa/Kelurahan/Pemerintahan

setingkat ditetapkan oleh Bupati/Walikota: dan

. Pagu Rastra di suatu Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat pada

prinsipnya tidak dapat direlokasi ke Desa/Kelurahan/Pemerintah
setingkat, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua)
Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat atau lebih sebagai tindak lanjut
Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Rastra di masing-
masing Desa/Kelurahan.

C. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM di

Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat, dimungkinkan perubahan DPM Rastra,
dengan penjelasan sebagai berikut:

1.

Perubahan/pembaharuan DPM Rastra dilakukan melalui Mudes/Muskel
pada tahun berjalan/pada tahun pelaksanaan Program rastra;

Melalui Mudes/Muskel ditetapkan keluarga yang diganti/dikeluarkan dari
DPM dan Keluarga Pengganti/masuk ke dalam DPM:

Keluarga peserta Program Keluarga Hafapan (PKH) harus mendapatkan
Rastra dan tidak boleh dikeluarkan dari DPM Rastra;

KPM Rastra yang dapat diganti/dikeluatkan dati DPM adalah KPM yang
pindah alamat ke luar Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat, KPM yang
seluruh anggota keluarganya sudah meninggal, dan KPM yang dinilai oleh
Mudes/Muskel sudah tidak layak sebagai penerima Rastra. KPM Rastra
yang kepala keluarganya meninggal tetap memperoleh haknya. Rastra
diberikan kepada Pasangan Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lain
tanpa mengubah nama dalam DPM;

Keluarga yang dinilai layak sebagai KPM Pengganti untuk menggantikan
KPM pada butir 4 (empat} di atas diprioritaskan kepada Rumah Tangga
Miskin/kurang mampu dengan kriteria antara lain sebagai berikut: jumlah
anggota Rumah Tangga besar, terdapat balita dan anak usia sekolah,
lansia, penyandang disabilitas, kepala Rumah Tangganya perempuan,
kongsi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah
dan/atau tidak tetap;

Daftar akhir KPM Rastra, termasuk perubahannya bhila dilakukan
Mudes/Muskel, dituangkan ke dalam DPM-1 Rastra yang menjadi dasar
Penyaluran rastra di Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat;

Setelah DPM-ldihasilkan di tingkat Desa/Kelurahan, penyaluran Rastra
dapat langsung dilakukan pada tahun berjalan;
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10.

11.

12.

13.

Merujuk butir 1, apabila Mudes/Muskel diselenggarakan, maka harus
dilengkapi dengan Berita Acara (BA), Formulir Rekapitulasi Pengganti {FRP),
dan Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan
Fakir Miskin (FPPDT-PFM). Desa/kelurahan/Pemerintah  setingkat
mengisi/melengkapi FPPDT-PFM untuk setiap KPM Pengganti dan setiap
KPM yang diganti oleh Mudes/Muskel karena dianggap sudah tidak layak
sehbagai penerima Rastra. Format BA, FRP, dan FPPDT-PFM terdapat pada
Lampiran Pedum Subsidi Pangan (Rastra),

Apabila diperlukan, Muscam dapat diselenggarakan di tingkat Kecamatan

dan dilengkapi BA Muscam serta FRP dan FPPDT-PFM sesuai hasil
Muscam;

Dokumen BA Mudes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT- PFM dilaporkan
secara berjenjang dari Desa/Kelurahan/Pemerintah  setingkat, ke
Kecamatan, dan ke Daerah kabupaten/kota;

Berdasarkan dokumen BA Mudes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM
dari Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat yang diterima di Daerah
Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota mengesahkan DPM akhir Rastra {DPM-1)
untuk Daerah Kabupaten/Kota tersebut;

Dokumen BA Mudes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM disampaikan
oleh Daerah Kabupaten/Kota kepada Menteri Sosial dan Gubernur.
Dokumen yang diterima oleh Gubernur dari Daerah Kabupaten/Kota
disampaikan kepada Menteri Sosial, Dokumen tersebut paling lambat
diterima oleh Menteri Sosial pada tanggal 15 Oktober tahun berjalan; dan

Hal-hal yang lebih spesifik terkait perubahan DPM Rastra diatur di dalam
Juknis.

D. Peluncuran dan Sosialisast Program Rastra

1.

S,

Dalam rangka mengawali peresmian penyaluran Rastra, dilakukan
peluncuran Program Rastra untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para
pejabat terkait;

Sosialisasi Program Rastra dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran
vang dilakukan oleh Tikor Rastra;

Peluncuran dan Sosialisasi Program Rastra Provinsi dan Kabupaten/Kota

dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu pelaksanaan peluncuran dan
sosialisast Program Rastra Nasional;

Sosialisasi Program Rastra secara umum dilakukan dengan mengacu pada
Strategt Komunikasi yang terdapat pada Lampiran Juklak; dan

Pelaksanaan penyaluran Rastra di awal tahun tidak perlu menunggu
peluncuran dan sosialisasi Program Rastra.

E. Pemantauan dan Evaluasi

i.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran Rastra kepada KPM
Rastra, Tikor Rastra melakukan Pemantauan dan Evaluasi (PE)
pelaksanaan Program Rastra;

Kegiatan pemantauan akan mengidentifikasi permasalahan yang
menghambat pelaksanaan Program Rastra pada seluruh tahapan agar
dapat diupayakan alternatif solusi pemecahannya;

Tikor Rastra melakukan PE ke jenjang yang lebih rendah atau ke KPM bila
diperlukan,
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Kegiatan PE oleh Tikor Rastra Daerah Provinsi dapat dikoordinasikan
dengan TKPK Daerah Provinsi. Kegiatan PE oleh Tikor Rastra Daerah
Kabupaten/Kota  dapat  dikoordinasikan  dengan  TKPK  Daerah
Kabupaten/Kota;

Waktu pelaksanaan PE Program Rastra dilakukan secara periodik atau
sesuai dengan kebutuhan/tematik;

Kegiatan PE dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi
atau uj petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan; dan

Pemantauan pelaksanaan Program Rastra pada berbagai tingkatan dapat
menggunakan instrumen/formulir pemantavan yang terdapat pada
Lampiran Juklak sebagai panduan.

Pelaksanaan Penyaluran Rastra Sampai Titik Distribusi (TD)
1.

Pelaksanaan penyaluran Rastra sampai TD menjadi tugas dan tanggung
jawab Perum BULOG;

Penyediaan beras untuk KPM Rastra dilakukan oleh Perurmn BULOG dalam
kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau
30 kg/ karung;

Rencana Penyaluran untuk menjamin kelancaran proses penyaluran
Rastra, Perum BULOG bersama Tikor Rastra menyusun rencana
penyaluran bulanan berdasarkan SPA.

Mekanisme Penyaluran:

a. Berdasarkan Pagu Rastra, Bupati/Walikota/Ketua Tikor Rastra Daerah

Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota
menerbitkan SPA kepada Perum BULOG;

b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk
masing-masing Kecamatan atau Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat
dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Rastra pada
awal tahun;

c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perurmn BULOG menyalurkan beras
sampai ke TD, termasuk apabila terjadi penggantian beras;

d. Sebelum Penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh
Tikor Rastra /Pelaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG dibuktikan
dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tikor
Rastra Daerah Kabupaten/Kota/Kecamatan/Pelaksana Distribusi; dan

e. Serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tikor Rastra
/Pelaksana Distribusi dilakukan di TD dan dibuat BAST yang
ditandatangani oleh kedua belah pihak; dan

f. Pada prinsipnya penyaluran Rastra dilakukan setiap bulan. Jika
terdapat kebijakan daerah dan/atau kendala antara lain musim panen,
kondisi geogralfis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga
penyaluran Rastra tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di
suatu wilayah, maka penyaluran Rastra dapat diatur lebih lanjut di
dalam Juknis.

G. Pelaksanaan Penyaluran Rastra dari TD ke TB

1. Penyaluran Rastra dari TD ke TB sampai KPM menjadi tanggungawab

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

2. Tikor Rastra/Pelaksana Distribusi Rastra harus melakukan pengecekan

kualitas dan kuantitas beras vang diserahkan oleh Perum BULOG di TD;
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3. Apabila kuantitas dan kualitas Rastra tidak sesual, maka Tim Koordinasi

Rastra/Pelaksana Distribusi harus langsung mngembalikan kepada Perum
BULOG dan Perum BULOG dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam,
harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai; dan

Penyaluran Rastra dari TD ke TB dan KPM dapat dilakukan secara reguler

oleh Kelompok Kerja (Pokja) atau Pelaksana Distribusi, melalui Warung Desa
dan Kelompok Masyarakat.

. Penyaluran Rastra dari TB ke KPM

1.

Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Rastra dari TB ke KPM

maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh KPM;
dan

Pelaksanaan penyaluran Rastra dari TB kepada KPM dilakukan oleh
Pelaksana Distribusi Rastra dengan menyerahkan Rastra kepada KPM
sebanyak 15 kg/KPM/bulan, selama 12 kali dalam setahun, atau sesuai
dengan kebijakan Pemerintah Pusat dicatat dalam DPM-2, selanjutnya
dilaporkan kepada Tikor Rastra Daerah Kabupaten/Kota melalui Tikor Rastra
Kecamatan. '

Pembayaran Harga Tebus Rastra (HTR)

1.

Harga Tebus Rastra (HTR) sebesar Rpl.600,00/kg atau sesuai dengan
kebijakan Pemerintah Pusat di TD;

Pembayaran HTR dari KPM kepada Pelaksana Distribusi Rastra pada
prinsipnya dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Rastra langsung
menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG melalui bank
setempat atau disetorkan langsung kepada Perum BULOG setempat.
Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juknis sesuai dengan situasi dan
kondisi setempat; dan

Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh KPM sesuai dengan HTR. Apabila
ada biaya tambahan yang diakibatkan oleh penyaluran dari TD ke TR yang
kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat
secara sukarela dan diatur lebih lanjut di dalam Juknis.

. Pembiayaan

1.

Mekanisme pembayaran Subsidi Pangan (Rastra) diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan,
Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi pangan (Rastra); dan

Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Subsidi Pangan (Rastra),
sepertl: blaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dan
pengaduan dialokasikan pada Biaya Operasional/ Safeguarding dari APBD
dan/atau Perum BULOG.
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BAB Vi
PENGENDALIAN

A. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Rastra dilaksanakan oleh Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan {BPKP), Inspektorat K/ dan daerah,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pelaporan

1.

Pelaksana Distribusi Rastra melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada
Tikor Rastra Kecamatan secara periodik setiap bulan;

Tikor Rastra Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada
Tikor Rastra Daerah Kabupaten/Kota secara periodik setiap bulan;

Tikor Rastra Daerah Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan Program
Rastra kepada Tikor Rastra Daerah Provinsi secara periodik setiap triwulan,
dengan tembusan kepada sekretaris TKPK di Daerah Kabupaten/Kota
setempat;

Tikor Rastra Daerah Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Rastra
kepada Mentert Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sosial,
Menteri Dalam Negeri dan Tikor Rastra Pusat, dengan tembusan kepada
sekretaris TKPK DAErah Provinsi setempat, secara periodik setiap Semester;

Laporan Akhir Pelaksanaan Program Rastra dibuat oleh Tikor Rastra Pusat,
Provinsi, dan Tikor Rastra Daerah Kabupaten/Kota pada akhir tahun;

Lokasi TD dan TB serta perubahan/pemutakhirannya dilaporkan oleh Tikor
Rastra Daecrah Kabupaten/Kota kepada Tikor Rastra Pusat, dengan
tembusan kepada Tikor Rastra Daerah Provinsi.

Dokumen BA Mudes/Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM dilaporkan oleh
Daerah Kabupaten/Kota kepada Menteri Sosial dan Gubernur. Dokumen
yang diterima oleh Gubernur dari Daerah Kabupaten/Kota dilaporkan
kepada Menteri Sosial. Dokumen tersebut paling lambat diterima oleh
Menteri Sosial pada tanggal 15 Oktober tahun berjalan.
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BAB VII
PENGADUAN

Sistem Pengelolaan Pengaduan {SPP) Program Rastra menggunakan aplikasi
berbasis web, yang sudah diujicobakan pada awal tahun 2015 dan secara bertahap
akan diterapkan secara nasional. Pengaduan pelaksanaan Program Rastra dapat
disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana Program Rastra.

Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Rastra ataupun
hal-hal lain, yang ditangani secara berjenjang oleh Tikor Rastra daerah hingga

Kementerian/Lembaga (K/L) di tingkat pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan
kewenangan masing-masing.

1.  UnitPengaduan bertanggung jawab mengelola sistem pengaduan Rastra;

2. Pengaduan Program Subsidi Rastra dikelola oleh unit pengaduan dari Tikor
Rastra;

3. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Rastra ditangani secara berjenjang

untuk diselesaikan mulai dari Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat
sesual dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya; dan

4. Unit Pengaduan di Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Provinsi membuat

laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindak lanjut dan
rekomendasi untuk perbaikan Program Rastra.
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BAB VI
LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Juklak ini akan diatur kemudian,
dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperiunya. Untuk hal-
hal yvang bersifat spesifik lokasi yang sesuai dengan kondisi objektif masing-masing
daerah dituangkan dalam Juknis Rastra Daerah Kabupaten/Kota.




BAB IX
PENUTUP

Rastra merupakan hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan
ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian
kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya (antara lain
penyelewengan HTR, penyaluran beras kepada yang tidak berhak, penyalahgunaan
anggaran Program Subsidi Pangan (Rastra), dan lain-lain, sehingga masyarakat
berpendapatan rendah yang berhak {(KPM) tidak mendapatkan haknya, maka akan

dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan
vang berlaku.

L/JUB NURJAWABARA'I;/

%’_ “ AHMA[) HERYAWAN f"
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LAMPIRAN II: PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR . 17 mphun 2017
TANGGAL : 16 Mei 2017
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN

PROGRAM SUBSIDI RASTRA

FORMAT PENYALURAN SUBSIDI RASTRA

MODEL DPM-1

DAFTAR PENERIMA MANFAAY
PROGRAN RASTRA TAHUN ........

PROVINSI e e e+
KABUPATEN/KOTA 1 e e,
KECAMATAN s e e e e
DESA/KELURAHAN & e,
1
2
3
4
5
6
L7
. 8
9
m +— ] |
11 |
12 !
13
14 ’
E
16
7
18
19
Dst
Jumiah
................................................. 2017
Mengeta hui Diterapkan
Camnat, Kepala Desallurah,
(Tanda tangan dan Stempei) (Tanda tangan dan Stempel)
{NamaJelas) {Nama Jelas)




MODEL DPM- 2

DAFTAR REALISAS] PENYALURAN BERAS RASTRA TAHUN ...
(BULAN .., TAHUN ............... )

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
KECAMATAN
DESA/KELURAHAN
RTRW

..................

.......................

=
[+]

Nama

Alamat Lengkap

. Tanda Tangan
1
Jumiah {Kg) | Harga (Rp) KPM

3

4 5 6

Slwimi NG s wiro|-|—=

—h
—_

o
(%]

—a
X

ey
o

o
n

e
(o]

—
bt

e
oo

e
[En]

&

[yl
—

&

Jumlah

*) Harga yang dibayarkan oleh KPM

Mengetahui
Kepala Desallurah,

(Tanda tangan dan Stempel)

{Nama Jelas)

Titik Distribusi
Ketua Pelaksana Distribusi,

(Tanda tangan dan Stempel)

{Nama Jelas)




CONTCH BERITA ACARA MUSDES/MUSKEL

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN

Desa/Kelurahan @ ... KabupatenKota @
Kecamatan @ e, Provinsi 1,
Berdasarkan Surat BupatiWaliKota................ e tanggal Lo, tentang Penetapan Pagu Rasfra tahun
maka masyarakat Desa/Kelurahan ... . Kecamatan ... ,  Kabupaten/Kota
Provinsi.......occcoveenn. menyelenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan, pada

Hari

Tanggal :

Dengan peserta sebagal berikut :
1 Aparat Desa/Kelurahan
2. PerwakilanTokoh Agama/Tcokoh Masyarakat
3 Perwakilan KPM Rastra Tahun 2017

Dengan kesepakatan sebagai berikut :
Menyataken terjadi perubahan DPM dengan rincian sebagai berikut ini;
1. Jumlah KPM dalam Dpm
2. Jumlah KPM yang diganti karena
a  Pindah (keluar dart desa/kelurahan)
b, Seluruh anggota Keluarga meninggal (tanpa ahli waris)
¢ Rumah tangga tercatat dua kali dalam DPM awal
d. Rumah tangga dianggap sudah mampu

............... Keluarga
............... Keluarga

............... Keluarga
............... Keluarga
............... Keluarga
............... Keluarga

3. Jumlah KPM pengganti (2a+2b+2c+2d) adalah

cevreennenn, KEMIBIgA

Dan menyatakan bahwa jumiah KPM yang diganti adalah sama dengan jumlah KPM pengganti.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Kepala BesalLurah,

Tanda Tangan&Stempel

(Tempet) (Tanggal)
Ketua BPD/Dekel, PerwakilanT okoh
AgamalMasyarakat,

Tanda Tangan&Stempel Tanda Tangan

(ceirreieienieerereninns onnesissnseinen ] (oot b ettt
NamadJelas NamaJelas NamaJelas
Perwakilan KPM, Perwakilan KPM, Perwakilan KPM,
Tanda Tangan Tanda Tangan Tanda Tangan
(e e e, ) (e )

NamaJelas

NamaJelas

..........




CONYOH BERITA ACARA MUSCAM

BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN ............

Berdasarkan Surat BupatiWalikota ..............., Nomor ..., tanggal ... , tentang
Penetapan Pagu Rastra tahun 2017, maka pada harf ini @ ................ ,fanggal ..., bulan ... , tahun
dua ribu tujuh belas, kami para Kepala Desa/Lurah di Kecamatan ......... Kabupaten/Kota ................. , Provinsi
................. , telah mengadakan Musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut

................................................................................ 2017
KepalaDesafl.urah Kepaia Desall.urah
Tanda Tangan&Stempel Tanda Tangan&Stempel
(cocrmree st e b e ) (e )
{Nama Jelas) (Nama Jelas)
Kepala Desafl.urah Kepala DesallLurah
Tanda Tangan&Stempel Tanda TangandStempel
(et ) (eee e reraer e raeeeraereranns )
(Nama Jelas) (Nama Jelas}

Disahkan oleh :

(Nama Jelas)




FORMULIR REKAPITULAS! PENGGANT! (FRP) TAHUN ........
KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
Provinsi L e e b s et err et enra et teenseesee Kecamatan
Kabupaten/Kota | oottt Desa/Kelurahan

pum—
Nvonsooner
pum—
S
rm—
—
—
M

e

e W PN
AP [ N
gro——"} gr———
—_ |
prm———
| SO

8
B
B

Mengetahui Ditetapkan oleh
Camat Kepala Desafturah
{TandaTangan&Stempel) {TandaTangan&Stempel)
U ) (v )

Formulir ini depat diperbanyak sesuai kebutuhan




MODEL BAST

BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS RASTRA

NOMOR: ..o
Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Bupati/Walkota ............ No. . oo tanggal ... , dan
SPPBDONO & v, pada hari ini : ......... , tanggal ... , bulan ... ,fahun L , kami yang bertanda
tangan dibawah ini :
1. Nama et e e e e v s
Jabatan : Satker Rastra Perum Bulog
Divre/Subdivre/Kansilog ...................
Selanjutnya disebut PlHAK I
2 Nama e
Jabatan Peiaksana Distribusi Rastra Desa/Kelurahan .............................. %

Selanjutnya disebut PIHAK IL.
PIHAK | telah menyerahkan Beras Rastra i TD untuk alokasi bulan ............ , sebanyak ...... Kg untuk ..........

KPM, dan PIHAK Il telah menerima Beras Rastra di TD sesual ketentuan yang beriaku sebanyak tersebut di atas
dalam kondisi baik.

Penyerahan beras sampai kepada KPM menjadi tanggun jawab PIHAK I,
Demikian Berita Acara Serah Terima Rastra dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK 1i, PIHAKI,
{Tanda Tangan) (Tanda Tangan)
(Nama Jelas) (Nama Jelas)

Catatan:
") Kades/Lurah/Kepala Pemerintahan Setingkat atau Pejabat Struktural di desa/kelurahan setempat.

Bila di luar dari pejabat tersebut perlu penunjukan/penetapan dari Kades/Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat.

ey




MODEL MBA- 1

REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA
PELAKSANAAN PENYALURAN RASTRA

KABUPATEN/KOTA L i e
ALOKAS! BULAN U
DISALURKAN BULAN & e,

Berdasasarkan Rekapitulasi Berita acara Sefah Tefima Pelaksanaan Penyaluran Beras Rastra di

kecamatan untuk alokast bulan ........ ... , telah disaluTkan beras sebanyak ........... kg, untuk
................ KPM, dergan rincian sebagal berikut:
Jumiah Jumlah | Kuantum Nilai
No.| Kecamaldn | pesaiitelurahan | KPM |  (Kg) (Rp) Keterangan
1 2 3 5 6 7 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jumlbah .
BUPATI/WALIKOTA™ DIVRE/SUBDIVRE/KANSILOG ...
KEPALA,
{Tanda tangah dan Stempel) (Tanda tangan dan Stempel)
{Nama Jelas) (Nama Jelas)
Catatan:

1 = atau pejabat yahg mewakill atau ditunjuk

&
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BERITA ACARA
PENGECEKAN BERAS RASTRA

Pada hari ini : ......... , tanggal ......... Berdasatkan Surat Pefmintaan Alokasi Bupati/WaliKota
......................... , kami yang bertanda tangan dibawah ini:

............... Nomor

Jabatan
Selanjutnya disebut PIHAK |,
2. Nema
Jabatan e D)
Selanjutnya disebut PIHAK I,
3. Nama O PR URTRR
Jabatan - Kepala Gudang
Selanjutnya disebut PIHAK i,

Dengan ini secara bersama-sama telah melaksanakan pengecekan kualitas dan kuantitas Beras Rastra untuk

alokasi bulan ......... tahun ... Kabupaten/Kota ............. secara visual dan berdasarkan laporan Kondisi
Kualitas di Gudang Perum Bulog, bahwa kondisi kualitas baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK Il PHAKN,  PIHAKL
(Tanda Tangah) (Tanda Tangan) (Tanda Tangan)
(Nama Jelas) (Nama Jelas) (Nama Jelas)

Keterangan :
'} Perwakilan Tim Koordinasi (Tikor) Rastra Kabupaten/Kota.

2} Satker Rastra Pefum Bulog.




MODEL LT- 0

Nomor

Lampiran

Perihal . Laporan Pelaksanaan Progam Rastra
Bulan ..o Tahun ........

Kepada Yth. :
Ketua Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota
di

...........................................

Dengan ini disampaikan Laporan Pelaksanaan Progam Rastra, bulan ... Tahun ........., sebagai
berikut

1. Sosialisasi TSRS (isinya laporan tentang pelaksanaan sosialisasi
Program Subsidi Program Rastra yang meliputi wilayah, peserta, materi,
dan permasalahan yang di jumpai di lapangan, serfa pemecahannya)

2. Penyaluran Beras

Rencana Alokasi Realisasi
No, | Desa/Kehrahan sl - sid sid L sid
bulan latu bulan ini bufan ini bulan lalu butan ini bulan ini
1 2 3 4 5 8 7 8
1
2
3
4
dst
Jumlah
3. Hasil Pemantauan dan Evaluast . (Diuraikan  hasil-hasil  pemantauan  berdasarlan
instrument/formulir’ pemantauan Rastra yang terlampir. di
Pedum ini)

Permasalahan dan saran (diuraikan juga dari hasil
penhanganan pengaduan) '

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

.....................................

(Nama Jelas)

s 1




MODEL LT- 1 10

Nomor

Lampiran

Perihal - Laporan Pelaksanaan Progam Rasira
Bulan ..o Tahun ..........

Kepada Yth, :

Ketua Tim Koordinasi Rastra Provinsi .................

di

Dengan ini disampakan Laporan Pelaksanaan Progam Rastra, bulan ..., Tahun ... , sebagal
berikut :
1. Sosialisasi : cemewew (iSinya laporan  ftentang pelaksanaan sosiafisasi

Program Rastra yang melipuli wilayah, peserla, materi, dan
permasalahan yang di jumpai di lapangan, serta pemecahannya)

2. Penyaluran Beras

Rencana Alokasi Realisasi
No. Kecamatan sfd - sid sid - sfd
bulan Jalu bulan ini bulan ini bulan lalu bulan ini bulan ini
1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4
dist
Jumlah
3. Hasil Pemantauan dan Evaluasi . (Diuraikan  hasil-hasil  pemantauan  berdasarkan
instrument/formulir pemantauan Rastra yang terlampir di
Pedum ini)

Permasalahan dan saran (diuraikan juga dari hasil
penanganan pangaduan)

Demikian disampaikan mohon makium dan terima kasih.

Tim Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota

(Tanda tangan dan Stempelf)

(Nama Jelas)




MODEL LT 2

Nomor

Lampiran

Perihal - Laporan Pelaksanaan Progam Rastra
Bulan ... Tahun .........

Kepada Yth. :

Ketua Tim Koordinasi Rastra Pusat

di

Dengan ini disampakan Laporan Pelaksanaan Progam Rasira, bulan
berikut :

.......... , sebagai

1. Sosidlisasi (isinya laporan teltang pelaksanaan sosiglisasi

Program Rastra yang meliputi wilayah, peserta, materi dan
permasalahan yang di jumpai di lapaigan, serta pemecahannya)

2. Pehyaluran Beras

Rencana Alokasi Realisasi
No. | Kabupaten/Kota sid bulan ini sid sid bulan ini sid
bulan lalu bulan ini hulan talu butan ini
1 2 3 4 ) 8 7 8
1
2
3
4
dst
Jumlah
3. Hasil (Diurgikan hasil-hasil pemantauan berdasarkan

Pemantauan dan Evaluasi instrument/formulir

terlampir di Pedum ini)
Permasalahan dan saran (diurakan juga dari hasil
penanganan pengaduan)

pemantauan  Rastra

yang

Demikian disampaikan mohon maklum dan terima kasih.

L R T

Tim Koordinasi Rastra Provins

{Nama Jelas)




STRATEGI KOMUNIKASI

Strategi komunikasi adalah pendekatan secara keseluruhan yang diterapkan
dalam menyosialisasikan Program Rastra kepada berbagai khalayak sasaran
terkait. Komunikasi dan sosialisasi Program Rastra dilaksanakan oleh Tim
Koordinasi Rastra secara berjenjang dan memerlukan perencanaan bersama antara
SKPD/ Instansi anggota Tim Koordinasi Rastra serta kerjasama dalam
pelaksanaannya, sehingga dapat berjalan dengan efektif dan bersinergi

A, Tujuan

1. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan Program Rastra secara utuh
dan kompTehensif,

2. Membapgun kesadaran dan pemahaman para pemangku kepentingan bahwa
program Rastra merupakan program bersama yang menghendaki kepedulian,
komitmen dan keterlibatan berbagai pihak.

3. Membangun keberpihakan dan komitmen para pemangku kepentingan untuk
mendukung pelaksanaan Program Rastra agar dapat mencapai tu Jjuannya.

B. Sasaran

Sasaran strategi Komunikasi Program Rastra meliputi pemangku kepentingan
yang bervariasi yang secara umum terdiri dari masyarakat umum, Keluarga
Penerima Manfaat (KPM), instansi/lembaga terkait pelaksanaan program (SKPD
di Tingkat Daerah yang terlibat dalam Tim Kooldinasi Rastra), kelompok
pendukung seTta pemangku kepentingan lainnya.

C. Metode

1. Penyebaran informasi, merupakan penyampaian informasi secara masif dan
intensif kepada seluruh khalayak sasaran dengan menggunakan berbagai
saluran komunikasi. Tujuan kegiatan ini adalah membangun pemahaman
yang tepat oleh khalayak sasaran tentang prinsip dasar, kebijakan dan
mekanisme Program Rastra secara keseluruhan, schingga masyarakat
memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup untuk berpartisipasi secara
aktif mengawal pelaksanaan Proglam Rastra.

N

Persuasi, pada prinsipnya tefkait erat dengan tindakan penyebaran informasi
sebagaimana diuraikan pada butir 1 di atas. Bedanya dalam kegiatan
persuasi fujuan utama yang ingin dicapai adalah untuk membangun
keberpihakan, dukungan khalayak sasaran terhadap Program Rastra.

3. Advokasi, dilakukan dengann tujuan membangun kepedulian dan komitmen
para pemangku kebijkan Program Rastra. Dengan demikian, para pengambil
keputusan akan lebih memahami pentingnya Program Rastra dan
mempunyai komitmen untuk memberi dukungan penuh dalam pelaksanaan
dan pengawasan Program Rastra.

D, Materi/Pesan

Materi/pesan yang disampaikan pada komunikasi den soslalisasi Program
Rastra adalah sebagai berikut:

a. Sejarah Program Rastra
b. Tujuan, manfaat dan sasaran Program Rastra

c. Pagu Rastra dan Kepesertaan Program Rastra

12
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Aspek kelembagaan Program Rastra, terkait pembagian peran dan tanggung
jawab antar lembaga di dalam Tim Koordinasi Rastra dan di berbagai
tingkatan {(Pusat dan daerah)

Aspek perencanaan dan penganggaran Program Rastra

Mekanisme pelaksanaan Program Rastra, termasuk didalamnya mekanisme
penyaluran beras Rastra

Indikator kinerja Program Rastra

Mekanisme pengaduan Program Rastra

E. Saluran/Media

Ajakan untuk ikut serta mendukung pelaksanaan Program Rastra

No,

Saluran/Media Komunikasi Sasaran Pesan
1. Komunikasi tatap | KPM dan masyvarakat | Tujuan, manfaat dan
muka/kelompok (ceramah, | umum sasaran penerima manfaat
diskusi di balai desa, khotbah £y Pagu dan kepesertaan
di tempat ibadah, kunjungan o Mekanisme penyaluran
pada tokoh masyarakat, = Mekanisme pengaduan
sosialisasi oleh TKSK dan
fasilitator program
penanggulangan  kemiskinan
lainnyya)
2. Pertemuan/rapat  koordinasi, | Tikor Rastra Tingkat p Tujuan, manfaat  dan
seminar, lokakarya Provinsi dan sasaran
Kabupaten/Kota, dan s Pagu dan Kepesertaan g
pemangku kebijakan di s Aspek kelembagaan, |
tingkat pusat lainnya terkait pembagian peran
dan tanggung jawab antar
lembaga di dalam Tim
Koordinasi Rastra, baik
pusal maupun daerah
= Aspek perencanaan dan
penganggaran
e Mekanisme pelaksanaan,
termasuk di  dalamnya
mekanisme penyaluran
s« Indikator kinerja
i s  Mekanisme pengaduan
E » Advokasi atan  Ajakan |
untuk mendukung
pelaksanaan
3. Materi cetak (leaflet, buklet, | KPM dan masyarakat Pesan yang berbeda untuk
flyer, buku pedoman | umum; masing masing audiens
umum/ juklak/ juknis, | Tikor Rastra Tingkat
advertorial/iklan di majalah, | Provinsi dan
tabloid, koran] Kabupaten/Kota, dan
pemangku kebijakan di
tingkat pusat lainnys;
dan
Pelaksana lapangan
4, Media tradisional (pertunjukan | KPM dan masyarakat o  Tujuan, manfaat dan
E wayang, lenong, atau bentuk | umumny sasaran penerima manfaat
kesenian lainnya sesuai o Pagu dan Kepesertaan
kekhasan  daerah  masing- s Mekanisme pembagian
masing) s Mekanisme pensaduan 1
5. Media penyiaran, berupa iklan | KPM dan masyarakat s ‘Tujuan, manfaat dan
layanan masyarakat, running | wmum, sasaran penerima manfaat
text  atau talkshow/ dialog s Pagu dan Kepesertaan
(televisi, radio nasional B Mekanisme pembagian }
maupun radio komunitas) dan s Saluran pengaduan E
pengarahan  media  (media i
briefing) :
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6. Media uar ruang (spanduk, | KPM dan masyarakat b Tujuan, manfaat dan

baliho, poster) UM, gsasaran penerima manfaat
Pagu dan Kepesertaan

e Saluran pengaduan

7. Media baru (media internet, | amasyarakat umum; Pesan yang berbeda untuk
situs web K/L dan pemda, | b.Tikor Rastra Tingkat | masing masing audiens
media sosial {facebook, twitter, Provinsi dan
dll} Kabupaten/Kota, dan

pemanglku  kebijakan

di tingkat pusat

lainnya; dan
cPelaksana lapangan

Pemantauan perlu dilakukan setelah pelaksanaan sosialisasi untuk
mengetahui apakah ada peningkatan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman
dari khalayak sasaran terhadap Program Rastra. Hasil pemantauan dapat
menjadi masukan bagi penyusunan stfategi sosialisasi selanjutnya.

Dukungan pembiayaan sosialisasi Program Rastra dapat berasal dari APBN,
APBD, lembaga donor dan dari partisipasi dunia usaha. Pola

pertanggungjawaban penggunaan anggaranl mengacu pada peraturan dan
perundangan yang berlaku.




PEMANTAUAN PROGRAM RASTRA

Kegiatan pemantauan program, termasuk Program Rastra idealnya dilakukan
sccara rutin dan berkala oleh pengelola program agar hasil pemantauan dapat
dipergunakan secara menyeluruh dan efektif sebagai masukan pengendalian
pelaksanaan Program Rastra dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan
program di berbagai tingkat (mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota,
Provinsi hingga Pusat).

Instrumen/formulir pemantauan yang tersedia pada Pedum Subsidi Rastra
adalah untuk pemantauan Rastra ke Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan,
pelaksana distribusi (Desa/Kelurahan), KPM, dan Perum BULOG {(Sub-Divre).
Dengan demikian, pengelola Program Rastra (Tim Koordinasi Rastra) pada berbagai
tingkatan dapat menggunakan instrumen tersebut sesuai dengan objek/sasaran
pemantauan yang akan dipantau. Narasumber sebagai sumber informasi dalam
pemantauan Program Rastra meliputi pengelola program (Tikor Rastra Provinsi,
Kab/Kota dan Kecamatan), pelaksana distribusi di Tingkat Desa/Kelurahan,
Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan Perum BULOG. Pelaporan hasil pemantauan
menjadi bagian dari pelaporan Tim Koordinasi Rastra yang diatur Pedum Subsidi
Rastra pada Bab “Pengendalian” dan sub-bab “Pelaporan”.

Tema dan fokus utama pemantauan rutin dan berkala Program Rastra adalah
untuk memotret dan melihat aspek pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-
masing pengelola sesuai dengan yang diatur di dalam pedoman umum Rastra
(missal : penyusunan Juklak/Juknis, sosialisasi, pengalokasian APBD, pelaksanaan
pemantauan, penanganan pengaduan, dlll. Sedangkan tema dan fokus utama
pemantauan rutin dan berkala Program Rastra pada tingkatan Pelaksana Distribusi
Rastra dan KPM adalah untuk memastikan tercapainya kesesuaian pelaksanaan
penyaluran Rastra dengan ketentuan Program Rastra terkait sasaran Keluarga
Penerima Manfaat Program Rastra, jumlah beras Rastra yang ditebus oleh KPM,
Harga Tebus Rastra (HTR) yang dibayarkan oleh KPM, waktu penyaluran Rastra,
kualitas beras yang diterima KPM dan kelengkapan administrasi pelaksanaan
Program Rastra.

Mengacu kepada fokus pemantauan di atas, aspek-aspek pemantauan
Program Rastra sesuai dengan yang tertuang di dalam masing-masing
instrument/formulir pemantauan Program adalah seperti diuraikan di bawah ini:

A, Pemantauan Tingkat KPM, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi
mengenai : '

Frekuensi/waktu penyaluran beras Rastra ke KPM

Alasan/penyebab apabila KPM tidak menebus Rastra

HTR Rastra oleh KPM

Jumlah (Kg) beras Rasira yang ditebus oleh KPM

Lokast Titik Bagi (TB) atau tempat pengambilan beras Rastra oleh KPM

Penggunaan tanda kepesertaan Program Rastra pada saat pengambilan

beras Rastra.

mo a0 o p

B. Pemantavan Tingkat Pelaksana Distribusi {Desa/Kelurahan) dimaksudkan
untuk mendapatkan informasi mengenai :
a. Jumlah KPM di Desa/Kelurahan lokasi pemantauan
b, Proporsi KPM terhadap seluruh populasi rumah tangga di Desa/Kelurahan
c. Proporsi KPM yang menebus Rastra terhadap jumlah total KPM Program
Rastra di Desa/Kelurahan
Frekuensi/waktu penyaluran beras Rastra ke KPM
Jumlah (Kg) beras Rastra yang disalurkan ke setiap KPM
Harga Tebus Rastra (HTR) oleh KPM
Biaya operasional penyaluran Program Rastra (di luar HTR  Rastra) di
Desa/Kelurahan

@ oA
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h. Penerimaan DPM Rastra yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Rasira Pusat
dari kecamatan atau Kab/Kota

1. Perubahan KPM di Desa/Kelurahan dan mekanisme perubahannya

j. Harga beras di pasaran setempat yang kualitasnya setara dengan beras
Rastra

k. Penolakan atas beras Rastra yang disalurkan oleh Perum BULOG dan
alasannya

L. Bentuk kemasan beras Rastra yang disalurkan oleh Perum BULOG (15 atau
50 Kg)

m. Kemungkinan pengemasan kembali (rebagging) beras Rastra oleh
Desa/Kelurahan dan sumber pembiayaannya

Pemantauan Tingkat Kecamatan, dimaksudkan untuk mendapatkan

informasi mengenai :

a. Penerimaan penetapan pagu dari Kab/Kota

b. Penerimaan data DPM Rastra yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Rastra
Pusat dari Kab/Kota

¢. Kemungkinan terjadinya relokasi pagu antar Desa/Kelurahan di Kecamatan
lokasi pemantauan

d. Pelaksanaan sosialisasi Program Rastra di Kecamatan

e. Kemungkinan terjadinya tunggakan pembayaran HTR di Kecamatan

f. Penerimaan Juknis dari Kab/Kota dan pelaksanaan sosialisasi Juknis di
Kecamatan

g Penerimaan dokumen perubahan KPM (FRP) dari Desa/Kelurahan dan
pelaporannya ke Kab/Kota

h. Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan Program Rastra oleh Tim Koordinasi
Rastra Kecamatan

.. Pelaksanaan penanganan pengaduan oleh Tim Koordinasi Rastra Kecamatan

j. Pelaksanaan pelaporan dari Tim Koofdinasi Rastra Kecamatan kepada Tim
Koordinasi Rastra Kabupaten/Kota

Pemantauan Tingkat Kabupaten/Kota, dimaksudkan untuk mendapatkan

informasi mengenai :

a. Ketersediaan, hesaran alokasi APBD serta peruntukannya untuk
mendulkung pelaksanaan Program Rastra di kab/kota

b. Kemungkinan adanya tambahan alokasi pagu (dan besarannya) di luar pagu

Rastra kab/kota yang ditetapkan oleh Gubernur

Penerimaan penetapan pagu kab/kota dari Gubernur

Penerimaan data DPM Rastra yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Rastra

Pusat dari provinsi

Pelaksanaan penetapan pagu kecamatan dan desa/kelurahan oleh

Bupati/Walikota

Penerbitan SPA oleh Bupati/Walikota

Pelaksanaan sosialisasi Program Rastra

Kemungkinan terjadinya tunggakan pembayaran HTR di kab/kota

Pelaksanaan penyusunan Juknis Program Rastra

Pelaksanaan sosialisasi Juknis Program Rastra

Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan Program Rastra oleh Tim Koordinasi

Rastra Kab/Kota

1. Penerimaan dokumen perubahan KPM (FRP) dari desa/kelurahan atau
kecamatan

m. Pelaksanaan penanganan pengaduan oleh Tim Koordinasi Rastra Kab/Kota

Pelaksanaan pelaporan dari Tim Koordinasi Rastra Kab/Kota kepada Tim

Koordinasi Rastra Provinsi

PO

o
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Pemantauan Tim Provingi, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi

mengenai:

a. Ketersediaan, besaran alokasi APBD serta peruntukannya untuk
mendukung pelaksanaan Program Rastra di provinsi

b. Kemungkinan adanya tambahan alokasi pagu (dan besarannya) di luar pagu

Rastra provinsi yang ditetapkan oleh Menko PMK

Penerimaan penectapan pagu provinsi dari Menko PMK

. Penerimaan data DPM Rastra yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Rastra

Pusat

Pelaksanaan penetapan pagu kab/kota oleh Gubernur

Pelaksanaan sosialisasi Program Rastra

Pelaksanaan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Program Rastra

Pelaksanaan sosialisasi Juklak Program Rastra

Pelaksanaan pemantauan pelaksanaan Program Rastra oleh Tim Koordinasi

Rastra Provinsi

j. Pelaksanaan penanganan pengaduan oleh Tim Koordinasi Rastra Provinsi

k. Pelaksanaan pelaporan dari Tim Koordinasi Rastra Provinsi kepada Tin
Koordinasi Rastra Pusat

oo

mTge T o

Pemantauan ke Sub Divre Perum BULOG, dimaksudkan untuk mendapatkan
informasi mengenai :

a. Menerimaan SPA dari Bupati/Walikota

b. Waktu dan frekeuensi penyaluran beras Rastra

¢. Alasan jika tidak menyaluran beras Rastra setiap bulan

d. Sistem pembayaran beras Rastra

e. Lokasi Titik Distribusi (TD)

f. Kemungkinan adanya permintaan Pemda untuk mengubah TD

g. Kemungkinan dan alasan terjadinya penolakan atas beras Rastra yang
disalurkan oleh Perum BULOG

h. Mekanisme penggantian beras Rastra apabila terjadi penolakan dari

Pelaksana Distribusi Rastra

i. Pelaksanaan peran pengawasan dari Tim Koordinasi Rastra Kab/Kota
khususnya terhadap kualitas beras Rastra yang disalurkan Perum BULOG




Pengecekan Kelengkapan Dokumen pada Saat Pelaksanaan Pemantauan
Program Rastra

Daftar dokumen yang ditunjukkan/diterima dari narasumber (Lingkari 1. Yq,

atau 2. Tidak):

18

No Dokumen Ksl)::aal{an Kecamatan Kab;g::en[ Provinsi Keterangan

1 Dokwmen Pedum Rastra 2017 | 1.¥a 1.¥a 1.Ya 1.Ya
dan  Lembar Infiumasi & | 2Tidak 2. Fidal 2. Tidak 2Tidak
Sosialisasi  Program  Rastra
2007

2 Dokumen Juklak Provinsi Jawa | 1.Ya 1.Ya 1.¥a lL.Ya
Baarat 2 Tidak 2. Tidak 2. Tidak 2 Tidak

3 Dokumen Juknis Kab/Kota...... 1¥a lYa 1Ya 1¥a

2. Tidak 2 Tidak 2, Tidalk 2.Tidak

4 Dokumen Daftar Penerima Manfaat | 1.Ya 1.¥a 1¥a 1.¥a
{DPM) Program Rastra 2017 2.Tidak 2.Tidak 2.Tidak 2 Tidak

s Dckumen BA, FRP, FPPDT 1.Ya i.¥Ya 1.Ya 1.¥a

2. Tidak 2. Tidak 2. Tidak 2.Tidak
6 Dokumen DPM-1 1¥a 1.¥a 1.¥Ya
2.Tidek 2. Tidak 2. Tidak
7 Dokumen SPA 2017 1Ya 1Y¥a iYa
2.Tidak 2.Tidak 2. Tidak i
J

F:3 Dokumen berist informasi | 1.Ya 1Ya 1Ya
mengenai lokasi TD dan jadwal | 2.Tidak 2Tidak 2.Tidalk
penyaluran  Rastra  yang telah
disepakati Pemda dengan Perum
BULQG

9 Dokumen Penetapan Pagu Rastra ! 1.Ya i.¥a 1LYa
untuk tingkat kacamatan ,....... 2.Tidal 2. Tidak 2. Tidak

10 | Dokumen FRP hasil musyawarah | 1.Ya 1.¥a 1.¥Ya
Desa/Kelurahan atau hasil | 2.Tidak 2Tidak 2. Tidak
mugyawarah Kecamatan ..... .

11 | Dokumen hasit musyawarah | 1Ya 1.¥a 1Ya
Desa/Kelurahan atau hasil | 2.Tidak 2.Tidak 2.Tidak
mysyawarah Kecamatan ...

12 Dokumen Penetapan Pagu Rastra l.Ya
untuk tingkat provinsi yang diterima 2. Tidalk
dari pusat

13 Dokumen Penetapan Pagu Rastra 1.¥a 1.¥a
untuk tingkat kabupaten/kota ........ 2.Tidal: 2.Tidak

14 | Dokumen laporan. peiaksanaan 1Ya 1L.Ya 1¥a
Progear: Rastra 2. Tidak 2.Tidak 2.Tidal




FORMULIR PEMANTAUAN PROGRAM RASTRA - KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)

PROVINSI TANGGAL PEMNTAUAN NAMA PEMANTAL
KABUPATEN/ROTA NAMA NAR ASUMBER JABATAN PEMANTAU
KECA MATAN ALAMAT NARASUMBER TELEPON/HP PEMANT AU
DESA/KELURAMAN TELEPON MARASUMBER

S B (roam B
Jika Ya, Berapa Pada bulan Dimana
desa ini kelnarga mengapa Berapa jumlah uang ., keluarga keluarga
ada Ibu/Bok keluarga jumlzh vang keluarga untuk I/B/S Ibu/Bpk
penyaluran menerima ibu/Bpk tidak Rastra Ibu/Bpk berapa Menebus periu
Rastra Rastra menerima/ vang bayarkan bulan / menunjukan
pada [...]? pada [...]? menebus? keluarga untuk Rastra membeli | Kartu Rasira
{Kodel) Ibu/Bpk Rastra yang yang Rastra untuk
tebus ditebus/dibeli | disalurkan? | pada [..] menebus/
pada [..]? pada [...]? {Kode?2) membeli
Rastra?
L¥a
1.¥a 1.Ya —» BOS o R 1. Rp. - 2.Tidak
| 2.Tidak } 2.Tidalk 2., Kg | 2. GRATIS bulan | 3 Kadang-
3 bulan berikutnya kadang
1¥a
1Y¥a 1. Ya —~B03 - T, L 1. Rp, wea 2.Tidak
27 2 Tidak | 2 Tidak 2. Kg 2. GRATIS ____bulan ) 3. Kadang-
| butan berikutnya : kadang
L¥a
1.Ya 1. Ya -B0S5 L L iORp - 2.Tidak
31 2ridak | 2.Tidak 2, Kg 2. GRATIS _.__bulan R 3. Kadang-
! bhulan berikutnya k adang
Kode 1

01, Tidak punya yang

02. Tidak senang dengan kualitas Rastra

03. Tidak memiiki waklu untuk menebus Rastra

04. Tidek mampu menjangkau tempat penebusan Rasta
05. Merasa ada yang lebih membuiuhkan Rastra

06, Pelaksana distribusi kehabisan beras Rastra

07. Tidak diperbolehkan oleh pelaksana distribusi

08. Bukan giliran ibu/Bapak

09, Menjual hak unfuk beli Raslra kepada orang lein

10, Lainnya 1. TIDAK TAHU

Kode 2

01.
02
Q3.
04.
05.
06.
10.
1%

Aparat desarkelurahan,

Ketua RT/Kepata Dusunflingkungan
Kelempok masyarakat

Koperasi

Lernbaga Perkreditan Desa
Toko/warung

Lainnya, sebuikan

TIDAK TAHU

"
=




FORMULIR PEMANTAUAN PROGRAM RASTRA - KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)

PROVINGI TANCGAL PEMNTAUJAN NAMA PEMAMNTAU
KABUPATEN/KOTA NAMA NARASUMHEER JABATAN PEMANTAU
KECAMATAN ALAMAT NARASUMBER TELEPGN/HP PEMANTAU
DESA/KELURAHAN TELEPON NARASUMBER

emantauan df

lakukan) _ )
Buian Apakah di Apakeah Jika tidak, Jika Ya, Berapa Pada bulan Dimana Apakah
desa ini keluarga mengapa Berapa jumlah uang {.], keluarga keluarga
ada Ihu/Bpk keluarga jumlah vang keluarga untuk I/B/S Ibu/Bpk
penyaluran menerima Ibu/Bpk tidak Rastra Ibu/Bpk berapa Menebus perlu
Rastra Rastra menerima/ yang bayarkan bulan / menunjukan
pada {..|? pada [..}? menecbus? keluarga untuk Ragtra membeli | Kartu Rastra
{Kodel) Ibu/Bpk Rastra yang yang Rastra untuk
tebus ditebus/dibeli | disalurkan? | pada [...] menebus/
pada [...}? pada [..}? {KodeZ) membeli
Rastra?
1Y¥a
iYa 1Ya -+ BOS L. b 1.Rp. «.-— 2.Tidak
o, 2. Tidalk | 2. Tidak 1 2. Kz | 2. CRATIS bulan 3. Kadang-
| bulan berikutnya kadang
1¥a
1Ya 1. Ya —BOS o 1. L 1. Rp. .- 2.Tidak
2| 2. Tidak | 2.Tidak T 2 .. _.._Kg | 2 GRATS _._bulan v | 3 Kadang-
| bulan berikutnya kadang
l¥a
l¥a 1. Ya —BOS 1. L 1. Rp, - 2 Tidak
3 2. Tidak |} 2. Tidak 2, ,_HXg | 2. GRATIS bulan 3. Kadang-
| butan berikutnya kadang
Kode 1
0. Tidak punya vang Kode 2
02, Tidak senang dengan kualitas Rasira 1. Aparat desa/kelurahan
03, Tidak memiliki waklu untuk menebus Rasira 02. Ketua RT/Kepala Dusun/Lingkurgan
Q4. Tidak mampu méenjangkau tempat penebusan Rasira 03. Kelompok masyarakat
05. Merasa ada yang lebin membuiuhkan Rastra 04, Koperasi
06. Pelaksana distribusi kehabisan beras Rastra 05. Lembaga Perkreditan Desa
07. Tidak diparbolehkan ofeh pelaksana distribus 06. Tokehwarung
08. Bukan giliran low/Bapak 10. Lainnya, sebutkan__
09. Menjual hak untuk beli Rastra kepada orang lain 11. TIDAK TAMU
10. Lainnys — 1 TIDAK TAHU
v
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FORMULIR PEMANTAUAN PROGRAM RASTRA - TINGKAT DESA-KELURAHAN /DUSUN/RT-RW

REKAPITULASE PENYALURAN RASTRA
Prosedur : Cetak Kuesioner tabel sebanyak jumlah yang dibutuhkan, lingkeri anghka untuk jawaban yang sesual.

PROVINS] HAMA NAR ASUMMBER
KABUPATEN/KGTA JABATAN NARASUMMBER
KECAMATAN TELEPON/HP NARASUMMBER
DESA/KE LURAHAN NAMA PEMANTAL
TANGGAL PEMANTAUAN JABATAN PEMANTAU
LEVEL PMANTAUAN LDESA/KELURAHAN 2.DUSUN/RT-RW TELEPON/HP FEMANTAL
SR
Pada Distribusi 3 bulan terakhir,
Jumiah
Jumiah Keluarga Kapan PP . Apakah Apa
Mama | omarga | Penorima | distribusi | Distribusi Apakah Keluarga Jumtai dosalkel
Desal & Rastra Rastra 3 ada Untuk | Jumah prh Rastra embaya
Dusun/ favah 5 *hir? butar penyaluran berapa Keiuarga pert Harga m ¥
RWRT | Wilaya (Pagu | terakhr? | b hir f ut menunjukan yang Rast r
ini Rastra di (BinfThny an yang Karku diterima astra biaya
DesalKel) pembaglan | penyaiur menebus! | oo ira untuk tiap per Kg operasion
Rastra an? membeli (Rp)
Pada (Bin) Rastra menebus/ Keluarga al
bulan [.] membeli {Ka} Rastra
g Rastra? dari TD ke
TB?
1Ya 1.¥a Wl' Rp. - 1.Ya
---------- 2. Tidak | 2.Tidak 2 GRATS 2.Tidak
1¥a 1.¥a BRR e v
~~~~~~~~~~~ 2. Tidak | 2 Tidalk 5. GRATIS 2.Tidak
1¥a 1¥a LRp v,
-------- 2. Tidale | 2. Tidak 2 GRATIS 2.Tidak

ey

P




21

D13 Apakah ada perubahan penerima Rastra dari data Daftar Penerima
Manfaat (DPM) Rastra vang diterbitkan oleh Tim Kecordinasi Rastra Pugat?

. Ya
, Tidak -~ DK1I6

D14 Jika Ya, bagaimana proses perubahan penerima Rastra tersebut?

. Rastra dibagi rata
. Selain kepada KPM di dalam DPM dari Pusar, Rastra dibagikan juga

kepada KPM vang dianggap kurang mampu di wilayabnya

. Rastra hanya diberikan kepada RT penerima dan RT pengganti sesuai

pagu. Rastra
Lainnya, sebutkan

K15 Jilca Ya, bagaimana proses perubahan penerima Rastra tersebut?

(LIS FICE S

. Melat Musdes/Muskel

Melalui Musyawarah di tingkat Dusun/Lingkungan/RW/RT

. Penetapan Langsung oleh Kepala DesafLurah
. Penetapan langsung oleh Kepala Dusun/Lingkungan/Ketua RW/Ketwa RT
. Lainnva, sebutkan

DK16 Berapa harga beras yang setara dengan kualitas Rastra di pasaran

(pada penyaluran Rastra terakhir) ? 1. ¥a, Rp LA Ll L Jper Kg 3. TIDAK TAHU
2. Ya, Rp Lt | Ll JPer Liter
DX17 Apakah pernali menolakfmengembalikan Rastra dari BULOG? 1. Ya 2. Tidak — DK19 3, Lainnya, sebutkan _____
DK18 Jika ya, apa alasannya? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU a. Kualitas Rastra tidak bagus

. Lainnya, sebutkan

Jumlah Rastra kurang

DK19 Kemasan Rastra yang diterima dari BULOG?

. Kemasan 15 Kg — SELESAL
. Kemasan. selain 15 Kg, sebutkan

D20 Jika Kemasan Rastra yang diterima dari BULOG bukan kemasan

15Kg, apaksh ada rebagging { pengemasan ulang ke kemasan 15
kg)?

.Ya 2. Tidak

DK21 Jika ada rebagging, darimana sumber pembiayaannya?

0 By

. APED Kab/Kota

. Anggaran Desa/Kelurahan
. KPM

. Lainnya, sebutkan




FORMULIR PEMANTAUAN PROGRAM RASTRA - TINGKAT KECAMATAN

PROVINSI

TANGGAL PEMANTAUAN

KABUPATEN/KOTA

NAMA PEMANTAU

KECAMATAN

JABATAN PEMANTAU

NAMA NARASUMMBER

TELEPON/HP PEMANTALU

JABATAN NARASUMBER

TELEPON/HP NARASUMBRER

RCI1 Apakah sudah menerima peénetapan pagu Rastra
2017 dari Kab/Kota?

1. Sudah, Bulan L/ Tahus bl L.
2 Belum, sebuikan alasannya____ -+ RC3

RC2 Apakah sudah menerima data KPM Rastra 2017 dari
Kab/Kota?

1. Sudah, BPulan 4/ Tahun L4+ 4 4
2. Belum _sebutkan alasannva

RC3 Apakah ada relokasi pagu Rastra antar desa/
kelurahan di kecamatan ini?

1. Ya 2. Tidak

RC4 Apakah Tikor Rastra Kecamatan telah
mensosialisasikkan program Rastra 2017?

1. Sudah, Bulan “--—J/ Tahun bt 1.

pemantauan pelaksanaan Program Rastra ?

2. Belum, sebutkan alasannya_____ -y RCH
RCS Jika sudah, kepada siapa saja sosialisasi tersebut a. Lurah/Kepala Desa
diberikan? b, L8M
PILIHAN BOLEH LEBIH DARY SATU c. KPM
d. TESK
e, Lainnya, sebutkan,
RC6 Apakah ada tunggakan pembayaran HTR? 1. Ada 2. Tidalr ada — RC8
RC7 Jika Ya, apakah Kecamatan ikut menalangi? 1. Ya 2. Tidak
RC8 Apskah Tikor Rastra Kecamatan sudah menerima N
Pe%unjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Rastra 1. ¥a 2. Belum, scbutkan alasannya___— RC10
20177
RCY Jika Ya, Apakah Tikor Rastra Kecamatan sudah
melak ukan. sosialisasi Petunjulc Tekmis Pelaksanaan 1 Ya 2. Belum, sebutkan alasannya,
! Penyaluran Rastra 2017 ke desa-desa/lcelurahan
yvang ada ¢ wilavah ini?
RC10 Apakah Tikor Rastra Kecamatan melaksanakan i.Ya 2. Tidak , sebutkan alasannya__ -+ RC14

RC11 Jika Ya, periode pemantauan?

1. Beberapa bulan sekal, —J bulan sekali
2. Setahun sekali
3. Lainnya, sebutkan

R{C12 Jika Ya, Pemantauan dilakukan di tinglat mana
saja? PILEIAN BOLEH LEBIH DARI SATU

a. Pemantauan di Tingkat Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat desa

b. Pemantanan di Tingkat KPM
c. Lainnya, sebutkan

RC13 Jika Ya, Apa ha! apa saja yang menjadi pemantauan
Tikor Rastra K etamatan ? PILTHAN BOLEH LEBIH
DARI SATU

a Jumlah Rastra di tingkat TD

b, Harga Tebus Rastra di tingkat TD

¢ Jumlah Rastra di tingkat TB {KPM)}

d. Harga Tebus Rastra di tingkat TB (KPM)

e. Kualitas Rastra

f. Ketepatan Sasaran penerima Rastra di KPM
g Ketepatan wakitu penyaluran Rastra

h. Pemantauan ke Gudang Bulog

i Lainnva, sebutkan

RC 14 Apakah ada dan menerima BA, FRP dan FPPDT
hasil Musdes/Muskel KPM Rastra 20177

1. Ada 2. Tidak ada —RC17

RC15 Jilka ada, dari berapa desa/kelurahan?

1.1 JDesa/Kelurahan
2. TIDAK TAIU

RC16 Apakah sudah mengirimkan BA, FRP dan FPPDT
hasil Musdes/Muskel KPM Rastra 2017 ke Tikor
Rastra Kab/Kota?

1. Sudah, Bulan -1/ Tahun b1
2. Behlun, scbutkan alasannya. ... ...

RC17 Apakah ada laporan kegiatan pemantauan yang 1. Ada 2. Tidak ada
dilakulkan Tiker Rastra Kecamatan? _
RC18 Apakah ada pengaduan mengenai Rastra dari 1. Ada 2 Tidak ada — RC21

masyarakat?

RC19 Apa saja pengaduan iersebut? PILIHAN BOLEH
LEBIH DARI SATU

a Jumlah Rastra
b. Kualitas Rastra
c. Harga Rastra

d. Wakiu penyaluran Rasira
e, Sasaran/penerima Rastra
f. Lainnya, sebutkan

RC20 Bagaimana penanganan pengaduan terscbut?

RC2] Kapan terakhir menyampaikan laporan pelaksanaan
Program Rastra ie Tiker Rastra Kab/Kota?




FORMULIR PEMANTAUN PROGRAM RASTRA - TINGKAT KABUPATEN/KOTA

PROVINS!

TANGGAL PEMANTAUAN

KABUPATEN/HOTA

NAMA PEMANTAU

KECAMATAN

JABATAN PEMANTAU

NAMA NARASUMBER

TELEPON/HP PEMANTAU

JABATAN NARASUMBER

RK1 Apakah ada alokasi APBD untuk Rastra 2017 di 1. Ya 2. Tidak — RES
kb flsota ini?
RK2 Jika Ya, berapa besaran alokasi tersebut? Rp. [NV S ST B N T T T

RE3 Untuk apa saja alokasi tersebut?
PILIHAN BOLEH LEBIE DARI SATU

a. Tambahan alokasi Rastra kepada KPM diluar PAGU yang ditetapk an
b. Biaya operasional Rastra

¢ Piaya pembuatan Kartu Ragira

4. Biaya angkut Rastra dari T ke TB

e Subsidi harga tebus Rastra

f. Dana talangan Rastra

g Biaya pemantauan Rastra.

h. Lainnya, sebutkan

RK4 Jita ada tambahan alokasi Rastra kepada KPM
diluar PAGU yang ditetapkan pemerintah pusat,
berapa banyak penambahan PAGU Rastra
tersebut?

ORI T O O

2. TIDAK TAHU
3. Tidak ada tambahan alokasi Rastra

IRumah Tangga

REKS Apakah sudah menerima penetapan pagn Rastra
2017 dari Provinsi?

1. Sudah, Bulan bed S/ Tahyn L. i |
2. Belum, sebutkan alasannyva

RK6 Apaltah sudah menerima data KPM Rastra 2017
dart Provinsi?

1. Sudah, Bulan I/ Tahunlt.l { }
2. Relum
3. TIDAK TAHU

RKT Apakah pagu Rastra 2017 sudah ditetapkan oleh
Bupati/Walikota untuk kecamatan dan
Desa/Kelurahan di Kab/Kota ini?

LSudah, Bulan bl / Tohyp L1+ L1
2. Belum — RK9

RK8 Apaksh sudah dikeluarkan SPA (Surat
Permintaan Alokasi) untulk tahun 201772

1. Sudah, Bulan “t 1/ Tahun L L |
2. Belum

RKS Apakah Tikor Rastra Kab/Kota telah
mensosialisasikcan program Rastra 20177

1. Sudah, Bulan Lt/ Tahun Lt L 1 |
2, Belum —RKE11

RXI10 Jika sudah, k epada siapa saja sosialisasi
tersebut diberikan? PILIIHAN BOLEH LEBIH
DARE SATU

A, Tikor Rastra Kecamatan
. Lurah/Kepala Desa

RKI1I Apakah ada tunggakan pembayaran HTR?

B
C. Lainnya, sebutkan
1

. Ada, sebutkan alasanmya 2. Tidak ada - REi3

RY12 Jika Ya, apakah Pemda ikt menalangi? 1. Ya 2. Tidak
RK13 Apakah Tikor Rastra Kab/Kota menyusun
Petunjulk Telmis (Juknis) Penyaluran Rastra 2017 | 1. Ya 2. Tidalk, scbutkan alasannya —r RK15
untuk Kabupaien/Kota ini?
RK14 Jika Ya, Apakah Tikor Rastra Kab/Kota sudah 1. va 2. Belum, sebutkan alasannya
mensosiglisasikan Juknis Rastra 20177
RPI5 Apalrah Tikor Rastra Kab/Kota melaksanakan 1. Ya 2. belum, sebutkan alasennya__— RP19
pemantauan pelaksanaan Program Rastra?
RP16 Jika Ya, pericde pemantauan?
1. Beberapa bulan sckali, ! bulan sekali
2. Betahun sekali
3. Lainnya, sebutkan

RP17 Jika Ya, pemantauan dilakukan di tingkat mana
saja? PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU

a. Pemantauan di Tingkat Kecamatan

b. Pemantauan di Tingkat Desa/Kelurahan/Pemerintah selingkat desa
¢. Pemantauan di Tingkat KPM

d. Lainnya, sebutlkan

RK18 Jika Ya, hal apa saja yang dipantau Tikor Rastra
Kab/Kota ? PILIHAN BOLEH LEBIH DARTI SATU

a Pemenuhan tugas & fungsi Tikor Rastra Kecamatan (perencanaan
penyaluran, sosialisasi, pemantauan, penanganan pengaduan,
pelaporan, dsh}

b. Jumlah Rastra di tingkat TD

¢. Harga Tebus Rastra di tingkat TD

d. Jumlah Rastra di tingkat TB (XPM)

e. Harga Tebus Rastra di tinglkat TB EPM)

f. Kualitas Rastra

g Ketepatan sasaran penerima Rastra di KPM

h. Ketepatan walkéu penyaluran Raslya

i Pemantauan ke Gudang Bulog

j. Lainnya, sebutlean

R¥1 9Apak ah ada laporan keglatan pemantauan yang 1. Ada 2. Tidak ada
dilakrukan Tikor Rastra Kalb/XKota ?

RK20 Apakah Pemda Kab/Kota menerbitkan Kartu 1. Ya 2. Tidak
Rastra 20177

RK2 1 Apakeh ada dan telah menerima BA, FRP dan 1. Ada 2. Tidak ada — R¥23

FPPDT hasil Musdes/Muskel KPM Rastra 20177
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RK22 Jika Ya, dari berapa desa/kelurahan? 1. LI Inesa 2, TIRAK TAHU

RK23 Apakah dokumen BA, FRP dan FPPDT sudah 1. Sudah 2. Belum
dikirimikan ke Menteri Sosial dan Gubernur?

RK24 Apakah ada unit pengaduan seperti yang diatur 1. Ada 2. Tidalk ada
datam Pedum Rastra 201772

RK25 Apakah ada pengaduan mengenai Rastra dari l.Ada 2. Tidak ada — RK27

masyarakai?

RK26 Apa saja pengaduan tersebut? PILIFEAN BOLEH
LEBIH DARI SATU

a Jumlah Rastra

b. Kualitas Rastra

¢ Harga Rastra

d. Waktu penyaluran Rastra
e. Sasaran/penerima Rastra
{ Lainnyva, sebutkan

RK27 Bagaimana penanganan pengaduan tersebut?

RK28 Kapan terakhir menyampaikan laporan
pelaksanaan Program Rastra ke Tikor Rastra
Provingi?

Bulan [......._5_1/' Tahun Lded— ]
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FORMULIR PEMANTAUN PROGRAM RASTRA - TINGKAT PROVINSI

PROVINSE

TANGGAL PEMANTAUAN

NAMA NARASUMBER

NAMA PEMANTAU

JABATAN NARASUMBER

JABATAN PEMANTAL

TELEPON/HP NARASUMBER

TELEPCGN/HP PEMANTAU

RP1 Apakah ada alokasi APED untuk Rastra 2017 & 1. Ya 2. Tidak -+ RPS
provinsi ini?
RP2 Jika Ya, berapa besaran alokasi tersebut? Rp bl L ¢ Ly 0L

RP3 Untuk apa saj alokasi tersebu?
FILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATY

a. Tambahan alokasi Rastra kepada KPM dilnar PAGU yang ditetapkan
b. Biaya operasional Rasira

¢ Biaya pembuatan Kartu Rastra

d Biaya angkut Rastra dari TD ke TR

e. Subsidi harga tebus Rastra

f. Dana talangan Rastra

g Biaya pemantauan Rastra,

h, Lainnva, sebutkan

RP4 Jika ada tambahan alokasi Rastra kepada KPM
diluar pagu yang ditetapk an pemerintah pusar,
berapa banyek penambahan pagu Rastra
tersebut?

S T TN WS VO B

2. TIDAK TABU
3. Tidak ada tambahan alokasi Rastra

iepm

RPS Apakah Provinsi sudah menerima penetapan pagu

1. Sudah, Bulan !/ Tahun L LT 1]

Rastra 2017 dari Pusat? 2. Belum
RPG Agi;agei\:s;lg menerima data KPM Rastra 2017 |. Sudah, Bulan L/ Tanun LLoled |
2. Belum
RP?7 Apakah pagu Rastra 2017 sudah ditetapkan oleh 1.8udah, Bulan 11/ Tahun/ L1171
Gubernur untuk kab/kota di provinst inip 2. Belum
RP§ Apakah Tikor Rastra Provinsi telah 1. Sudsh, Bulan 13/ Tahun L T77T7 7
mensosialisasikan program Rastra 20177 2. Belum — RP10
RP9 Jika sudah, kepada siapa saja sosialisasi tersebut | a. Tikor Rastra Kab/Kota
diberikan? b. Tikor Rastra Kecamatan
PILIHAN BOLEXM LEBIH DARI SATU c. Lurah/Eepala Desa
d 1L8M
e. KPM
f Lainnva, sebutkan —————
RP10 Apakeh Tikor Rastra Provinsi menvusun i
Petunjuls Pelaksanaan (Juklak) P gr?yaiuran 1. Ya 2. Tidak, sebutkan alasannya __ ¥ RPI12
Rastra 2017 untuk provinsi ini?
RPI1 Jika Ya, Apakah Tikor Rastra Provinsi sudah
mensosialisasilkan Petunjuk Pelaksanaan 1. Ya 2. Belum, sebutkan alsannya
{Juklak) Penyaluran Rastra 2017 ke kab /kota
vang ada di wilayah ini?
RP12 Apakah Tikar Rastra Provinsi melaksanalan idak .
emantanan polalteanatn Progiam Haa 1. Ya 2. Tidak, sebutkein alasannya ¥ RPI6
RP13 Jika Ya, periode pcmantauan? . Beberapa bulan sekali, __ bulan sekalt
. Setahun sekali
Lainnyasebutkan

RP14 Jika Ya, pemantauan dilakuken d tingkat mana
sajar
PILIHAN BOLEE LEBIH DARI SATY

Pemantauvan di tingkat kab /kota

Pemantauan di tingkat kecamatan

Pemantauan di tingkat desa/kelurahan/pemerintah setingkat desa
. Pemantauan di tingkat KPM

Lainnya, sebutkan

RO T R|wN e

RP15 Jika Ya, hal apa saja yang dipantau Tikor Rastra
Provinsi?
PILIHAK BOLEH LEBIH DARY SATU

b

Pemenuhan tugas & fungsi Tikor Rastra Kab/Kota {penyusunan
julknis, penyediaan APBD untuk Rastra, sosialisasi, pemantauan,
penanganan pengaduan, pelaporan, dsb)

b. Pemenuhan tugas & fungsi Tikor Rastra kecamatan

¢. Jumlah Rastra & tingkat TD

d. Harga Rastra di tingkat TD

e, Jumlsh Rastra di tingkat TB (KPM)

. Harga Rastra di tingkat TB (KPM)

g. Kualitas Rastra

h. Ketepatan Sasaran penerima Rastra di KPM

i Ketepatan waktu penyaluran Rastra

j. Pemantauan ke Gudang Bulog

k. Lainnya, sebutkan

RP16 Apakah ada unit pengaduan seperti yang diatur 1. Ada 2. Tidak ada, sebutkan alasannya _ % RP20
dalam Pedum Subsidi Rastra 2017 di Provinsi ini?
RP17 Jika Ya, apakah ada pengaduan mengenai Rastra | [ adg 2. Tidale ada™¥ RP20

dari masyarakat?

RPI18 Mengenai apa saja pengaduan tersebut?

PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU

a. Jumiah Rastra

b. Kualitas Rastra

¢. Harga Rastra

d. Waktu Penyaluran Rastra
¢, Sasaran/penerima Rastra
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f. Lainnyasebutkan

RP19 Bagaimana penanganan pengaduan tersebut?

RP20 Apakah ada dan telah menerima BA, FRP dan
FPPDT hasil Mudes/Muskel RTS-PM Rastra?

1. Ada 2. Tidak ada — RK22

RP21 Jika Ya, dari berapa kab/kota?

1. bl igab/kota

2. TIDAK TAHU

RP22 Apakah dokumen BA, FRP dan FPPDT sudah
dikirimkan ke Menteri Sosial?

1. Sudah 2. Belum

RP23 Kapan terakhir menyampaikan laporan
pelaksanaan Program Rastra ke Tikkor Rastra
Pusat?

Bulan —L-J / Tahon L L 1 |




FORMULIR PEMANTAUAN PROGRAM RASTRA - SUB DIVRE BULOG

PROVINS?

TANGGAL PEMANTAUAR

KABUPATEN

NAMA PEMANTAU

PERUM BULOO - SUB DIVRE

JABATAN PEMANTAU

NAMA NAR ASUMBER

TELEPON/HP PEMANT AU

JABATAN NARASUMBER

RK1 Kapan meperima SPA (Surat Permintaan Alokasi)
dari Bupati/Walikota?(mintakan salinan
dolumen)

A SPA AWAL
- Bulan b / Tahun U OO A N

B. SPA AKHIR
- Bulan R / Tahun OO U . S

RK2 Kapan Penyaluran Rastra terakhir?

Bulan bedd j Tahun bl 1)

RK3 Apakah penyaluran Rastra dilakukan setiap
bulan?

1. Ya —»BLG6 2. Tidalk,

RK4 Jika tidak setiap bulannya, berapa bulan sekali
penyaluran Rastra dilak ukan?

[ S T N T

1
2. TIDAK TAHU
3. Tidak ada tambahan alokasi Rastra

IRumah Tangga

RIS Mengapa tidak setiap bulan menyalurkan Rastra?

1. Sudah, Bulan beewd f Tahun Lol b L.l

2. Belum, sebuikan alasannya
RK6 Bagaimana sistem pembayaran Rastra dilakkan?
1. Sudah, Bulan ./ Tahun teebedool..)
2. Belum
3. TIDAK TAHU
RE7 i mna lokasi Titik Distribusi (TD) Rastra untuk a Kecamatan
leab/kota ini (wilayah pemantauan)? b. Desa/Kelurahan
PAIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU ¢. Dusun/RT-RW/Linglungan
d. Lainnya, scbutkan
RK8 Apalah ada permintaan dari Pemda untuk
mengubah lokasi TD? 1. Ya 2..Tidak -+ BL1O
RK9 Jika ya, apakah ada tambzhan biaya vang
diminta? 1, Ya 2.. Tidak
RK10 Apakah ada Rastra yang ditolak/dikembalikan di
™D? 1.Ya 2, . Tidak --» BLIS
RKI11 Jg;z; gg,tsfsé;alﬁ?aiasan penolakan/pengembalian g ;{3 rif;?l < lglas Strt;a kBu" zraik
. . T
PILIHAN BOLEH LEBIH DARI SATU ¢ Lainnyasebutkan 8
RKI12 Jika Ya, apakah menerima kembali Rastra yang i, Ya, sebutkan alasannya, .
ditolalk/dik embalikan tersebut? 2. Tidak, sebutkan alasannya
RK13 Jika Ya, berapa lama waktu penggantian Rastra
vang ditolak/dikembalikan tersebut? L 1 Hari
RK14 Jika Ya, apakal ada biaya tambahan yang 1. Ya 2.. Tidak
diminta?
RP15 Apakah ada peran pengawasan dari Tikor Rastra
Kab/Rota {I<hususnya terhadap kualitas beras 1. Ya 2.. Tidak — STOP
Rastra)
RP16 Jika ada, bagaimana pengawasan tersebut
dilalcukan?

e
e Y
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